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ABSTRAKSI 

 

Nama : Puji Rahayu 

NIM : 202010110311009 

Judul : Perampasan Aset Tanpa Didahului Putusan Pidana Sebagai  

Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand 

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H 

Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.H 

 

  Upaya pemberantasan korupsi sampai saat ini belum bisa mengembalikan 

asset dan kerugian negara dengan sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dari data 

yang dilansir dari Indonesian Coruption Watch atau ICW yang menyatakan 

sepajang tahun 2021 sampai saat ini rata-rata kerugian dialami negara yang dapat 

dikembalikan hanyalah sebesar 2,2%. Permasalahan ini timbul lantaran terdapat 

kelemahan-kelemahan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tindak pidana korupsi, serta mekanisme perampasan aset yang digunakan, dan 

pengawasan proses pelaksanaan perampasan yang kurang maksimal. Tulisan ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui upaya penerapan dan pengaturan mekanisme 

Non-conviction Bassed Aset Forfeiture atau bisa disebut mekanisme perampasan 

aset tanpa didahului putusan pidana di Indonesia dan di negara Thailand. Kemudian 

untuk mengetahui dan memahami konstruksi pengaturan perampasan aset tanpa 

didahului putusan pidana agar dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh 

negara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

yuridis normative dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Adapun 

kesimpulan yang diperoleh yakni perampasan aset di Indonesia dan Thailand 

terdapat persamaan dan perbedaan. Dan dari persamaan serta perbedaan tersebut 

diketahui kelemahan Indonesia adalah yang pertama tercantum didalam Undang- 

undang Tipikor perampasan hanya dapat dilakukan ketika sudah adanya putusan 

pengadilan yang incrach, yang kedua adanya substitusi dalam membayar denda 

uang pengganti menjadi kurungan penjara, dan ditemukan pula kelemahan-

kelamahan lainya. Saran penulis yakni dengan mengesahkan Rancangan Undang-

undang Perampasan Aset menjadi Undang-undang, karena Rancangan Undang-

undang ini mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset yang ideal 

dengan menggunakan konsep NCBAF serta mensinergikan anatara kementrian dan 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta proses perampasan 

aset hasil tindak pidana, agar lebih terpadu. Sehingga proses perampasan aset hasil 

tindak pidana dapat berjalan maksimal dan tercapainya pengembalian kerugian 

terhadap negara sesuai tujuan awal perampasan aset yakni untuk keadilan 

kemakmuran sebagaimana Konstitusi UUD 1945. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Puji Rahayu 

NIM : 202010110311009 

Judul : Perampasan Aset Tanpa Didahului Putusan Pidana Sebagai  

Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand 

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H 

Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.H 

 

  Efforts to combat corruption have thus far been unable to fully recover state 

assets and losses. This can be evidenced by data from the Indonesian Corruption 

Watch (ICW), which states that from 2021 until now, on average, only 2.2% of 

recoverable losses have been returned to the state. This issue arises due to 

weaknesses in the legislative framework governing corruption offenses, as well as 

deficiencies in asset forfeiture mechanisms and inadequate supervision of the 

forfeiture process. This paper aims to explore the implementation and regulation of 

Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanisms in Indonesia and Thailand. 

The objective is to understand and minimize state losses through these mechanisms. 

The research methodology employed is juridical normative, utilizing literature 

review as the primary data collection technique. The conclusion drawn is that asset 

forfeiture in Indonesia and Thailand shares similarities and differences. Indonesia's 

weaknesses include the requirement under the Anti-Corruption Law that asset 

forfeiture can only occur after a final court decision, and the substitution of fines 

with imprisonment. The author suggests passing the Asset Forfeiture Bill into law 

to comprehensively regulate an ideal asset forfeiture mechanism using the NCBAF 

concept. This would integrate ministries and agencies responsible for managing and 

executing asset forfeiture processes related to criminal activities, aiming for more 

effective asset recovery aligned with the constitutional goals of justice and 

prosperity as per the 1945 Constitution. 
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